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KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (4)  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil  Wali Kota yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.  
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2. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 

adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai 

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang 

didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi.  

3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon 

Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta 

Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan 

partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau 

mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  

4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang 

terdaftar dalam Pemilihan. 

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan 

Pemilihan.  

7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan 

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum 

yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur. 

8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas 
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menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya 

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan 

tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan. 

10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di 

tingkat Kecamatan atau nama lain. 

11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di 

tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.  

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang 

dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan 

suara di tempat pemungutan suara.  

13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara 

untuk Pemilihan.  

14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur.  

15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah 

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang 
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bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di 

wilayah Kabupaten/Kota.  

16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk 

oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah 

Kecamatan.  

17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya 

disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas 

Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan 

di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.  

18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh 

Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.  

19. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan 

Pengawas TPS. 

20. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa 

Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi 

atau dengan KPU Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi 

atau Panwas Kabupaten/Kota. 

21. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya 

disingkat SIPS adalah sistem pelayanan penyelesaian 

sengketa secara daring yang memuat aplikasi 

permohonan dan informasi penyelesaian sengketa proses 

Pemilihan. 

 

Pasal 2 

(1) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan berpedoman 

pada asas: 

a.  mandiri; 

b.  jujur; 

c.  adil; 

d.  kepastian hukum; 

e.  tertib; 

f.  kepentingan umum; 

g.  keterbukaan; 
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